
 

 

 
 
 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 48 TAHUN 2019 

TENTANG  

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan 

Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana 

Alokasi Khusus Fisik Juncto Pasal 10 ayat (11) Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi 

Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dan hasil konsultasi program antara Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina Bidang Dana 

Alokasi Khusus di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Probolinggo tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana 

Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 

Anggaran 2019; 

 

Mengingat :  1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang  

 

 

 



Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Anggaran Daerah Tahun Aqnggqrqn 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas  

 

 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Dana Alokasi Khusus 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA 

KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi 

Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2019. 

(2) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 

a. rincian dan Lokasi; 

b. target output kegiatan; 

c. rincian pendanaan kegiatan; 

d. metode pelaksanaan kegiatan; dan 

e. kegiatan penunjang.  

(3) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 2 

(1) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

telah diusulkan dan dibahas oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota mengenai rincian dan lokasi kegiatan dengan masing-masing 

Unit Organisasi Teknis Pembina bidang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 



(2) Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan pada kegiatan Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat berlaku pada saat tanggal ditetapkan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

Pada tanggal  26 Februari 2019 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

   Ttd 

 HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  26 Februari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 48 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

         TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

         NIP. 19680108 199403 2 014 

 
 


